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sempit, yaitu menyiarkan atau memuat pemberitaan 
IV. Kesimpulan dan SarWl 
1. KesDnpu Ian 
Pengertian delik pers dapat berbentuk kejahatan 
atau pelanggaran yang dilakukan melalui pers dalam arti 
• yang 
tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan di dalam 
surat-surat kabar atau majalah-majalah. Sedahgkan sistem 
pertanggungjawaban pers diatur dalam pasal 15 DU No. 
11/1966 yang menyatakan bahwa pertanggung-jawaban terhadap 
hukum mengenai sesuatu tulisan dapat dialihkan atau 
dilimpahkan. 
Suatu kasus delik pers tidak selalu meni.bulkan 
pelanggaran hanya terhadap satu ketentuan atau peraturan. 
Dengan kata lain, sesuatu perbuatan bisa Ilelanggar 
beberapa ketentuan pidana. Berkait dengan hal tersebut di 
atas, Pengadilan Negeri Tanggerang yang mengadili kasus 
delik pers ini kurang cermat atau kurang jeli akan adanya 
kemungkinan gabungan perbuatan yang dapat di pidana 
(concursus idealis). Dalam kasus delik pers ini, terdakwa 
melakukan satu perbuatan yang termasuk dalam beberapa 
ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu 
dengan yang lain, Ketentuan pidana yang dilanggar adalah 




Untuk memudahkan ada atau tidaknya .pallindahan 
pertanggungjawaban hukum penerpitan pers~ seharusnya di 
dalam undang-undang ditentukan bahwa pellindahan 
pertanggungjawab hukum tersebut hanya bisa dilakukan 
secara tertulis. Oleh karena disallPing akan nelludahkan 
dalam pembuktian juga akan menjanin adanya kepastian hukun 
dalam pertanggungjawaban penerbitan pers. Kapan 
pertanggung-jawaban hukum itu harus dilinp~hkan dalan UU 
tidak dijelaskan. sehingga (akim dapat melakukan 
penafsiran intensive terhadap Pasal 15 UU No. 11/1966 
bahwa dilakukan sebelum tulisan itu dicetak stau 
dipublikasikan. Hal ini untuk nenjamin adanya kepastian 
dalam pelimpahan itu sendiri. Dalam menangani suatu kasus. 
seseorang hakim atau aparat penegak hukum lainnya 
hendaknya benar-benar nenjunjung tinggi nilai-nilai 
keadilan sebagai implementasi dari hukun itu sendiri, 
tidak hanya melihat dari satu sisi atau nasuk akibat yang 
ditimbulkan aleh suatu permasalahan tersebut. 
Berkait dengan fungsipers· sebagai salah satu 
sarana pembangunan yang tangguh, obyektif dan konstruktif 
serta menjadi pusat informasi bagi nasyarakat. hendaknya 
orang-orang yang berkecimpung dalan dunia pers diharapkan 
jeli sehingga benar-benar dapat melaksanakan fungsi pars. 
Dengan demikian timqulnya delik pers dapat dihindari 
semaksimal mungkin. 
